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Abstrak 
Sistem pembukuan atau akuntansi memiliki peranan dalam menghasilkan 
informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi dan kondisi suatu perusahaanSistem 
informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA) yang diterapkan pada Ditjen PEN 
dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan.Tahun 2013 Direktorat 
P2C telah menggunakan Aplikasi SISKA untuk penyusunan LPJ dan realisasi anggaran 
sehingga terlihat tingkat keefektifan dan keefiesiennya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKA agar berfungsi secara maksimal 
harus meliputi  lima komponen  yang saling mendukung yaitu orang-orang, prosedur, 
data, software, infrastruktur teknologi informasi. Pada Satker Ditjen PEN lima komponen 
tersebut belum saling mendukung. 
 




1.   Latar Belakang Penelitian 
 
Perkembangan teknologi saat ini membawa banyak tantangan dan hambatan yang 
harus kita hadapi dalam melaksanakan pembangunan, baik tantangan yang berasal dari 
dalam  maupun dari luar negeri atau organisasi. Hambatan ini memerlukan suatu 
pemikiran dan pengorbanan kita bagaimana cara untuk mengantisipasi maupun untuk 
menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan bidang lain yang seharusnya tidak terlibat 
dalam masalah tersebut. Selain hambatan  terdapat keuntungan dari perkembangan 
teknologi berupa peralatan kerja semakin canggih yang membantu proses kerja semakin 
cepat dan kegiatan usaha semakin maju dan lancar.  
Kegiatan usaha suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah meliputi beberapa bidang 
yang akan diproses menjadi suatu sistem. Sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang saling 
berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian itu 
disebut dengan subsistem. Sistem di dalam suatu perusahaan biasanya meliputi sistem 
penggajian, sistem penjualan, sistem pembelian, sistem pembukuan atau akuntansi dan 
masih banyak yang lainnya yang meliputi input proses dan output. Sedangkan sistem yang 
terdapat pada organisasi pemerintah biasanya meliputi sistem penggajian, sistem 
pembukuan atau akuntansi, sistem kepegawaian dan lain-lain. Semua sistem sangat 
penting bagi perkembangan suatu organisasi.  
Salah satu informasi yang sangat penting dari beberapa informasi yang diperlukan 
manajemen adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi menurut Widjajanto Nugroho 
(2001 : 5) yaitu “suatu informasi yang disusun berdasarkan input yang berupa data 
akuntansi”. 
Agar data keuangan dapat berguna dengan baik oleh pihak manajemen maupun pihak luar 
perusahaan, maka data tersebut harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan 
kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan adanya sarana penunjang untuk menyediakan data 
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yang diharapkan melalui sebuah sistem yang mengatur arus dan mengolah data akuntansi. 
Teknologi berupa komputer sebagai alat pengolahan data yang dapat bekerja dengan 
tingkat kemampuan dan ketelitian yang tinggi , sangat membantu dan mempermudah 
proses kerja. Penerapan komputer dalam sistem informasi akuntansi adalah langkah yang 
tepat untuk pengolahan data akuntansi untuk menjadi laporan keuangan yang cepat, tepat, 
akurat dan relevan. 
Saat ini laporan keuangan yang tepat, cepat, akurat, relevan serta transparan sangat 
dituntut dalam organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintah dalam bentuk kementerian 
memiliki dana APBN yang ditujukan untuk kegiatan yang sesuai dengan tupoksi 
kementerian itu sendiri, contohnya dana yang terdapat di Kementerian Perdagangan 
digunakan untuk peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor, serta peningkatan 
daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra 
produk ekspor Indonesia di pasar global. Dana ini biasanya disebut dengan anggaran yang 
tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran yang telah 
dialokasikan ke beberapa kementerian diperlukan suatu laporan pertanggungjawaban 
kepada negara, dimana pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang No: 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara. Pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut 
khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32, laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya 
meliputi : 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan atas Laporan Keuangan 
Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP). SAP ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP harus digunakan 
sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk membuat laporan keuangan tersebut 
merupakan tugas dari bendahara yang dibantu dengan staff. Proses dari pembentuk 
laporan keuangan tersebut terdiri dari unsur-unsur pembukuan yang meliputi: 
1. Buku Kas Umum 
2. Buku Pembantu yang meliputi Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, 
Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu lain-lain. 
3. Buku Pengawasan Anggaran 
Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada dibawah 
pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya pembukuan bendahara diatur dalam : 
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian 
Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja. 
2. Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 
Pembukuan-pembukuan tersebut merupakan sub sistem yang akhirnya akan membentuk 
suatu laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ ini 
dilaporkan ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Kementerian. Dalam penyusunan laporan 
realisasi anggaran dan LPJ ini masih banyak terdapat kendala baik secara teknis maupun 
sumber daya manusia yang ada. Dengan perkembangan teknologi berupa komputer yang 
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dilengkapi dengan suatu aplikasi diharapkan akan mempermudah dan memperlancar 
pembukuan tersebut. Aplikasi ini berupa Sistem Informasi Keuangan (SISKA). Untuk 
mengetahui bagaimana peran dari aplikasi SISKA ini dalam pertanggungjawaban 
pengelolaan anggaran Kementerian Perdagangan, maka penulis mengambil judul “ 
Peranan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (SISKA) Dalam 
Mendukung Efektifitas Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Anggaran Pada 
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan”. 
 
2.   Permasalahan 
 
Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai 
berikut; 
2,1 Untuk melihat implementasi SISKA sebagai dasar penyusunan laporan 
pertanggungjawaban dan realisasi anggaran pada Ditjen. PEN Kementerian Perdagangan 
2.2.Untuk melihat  faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Informasi 
Akuntansi berbasis komputer (SISKA) 
2.3.Untuk melihatperanan Sistem Informasi Akuntansi  berbasis komputer (SISKA) dalam 
mendukung efektifitas laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran 
 
3.   Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
 
Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis 
dalam karya jurnal, adapun manafaat sebagai berikut; 
3.2.Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Ditjen. PEN Kementerian 
Perdagangan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran 
secara efektif dan efisien, dan sebagai alat pertimbangan untuk perbaikan sistem informasi 
akuntansi yang telah ada. 
3.3.Penulisan   ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah 
wawasan pengetahuan tentang penggunaan komputer pada sistem informasi akuntansi, 
khususnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dan diharapkan dapat menjadi bahan 
pelengkap data dan informasi bagi penelitian selanjutnya. 
 
4.   Metode Penelitian 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung terselesainya pembatasan 
masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah : 
 
1. Pengumpulan  data kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori , literatur, jurnal dan 
bahan kuliah yang relevan dengan masalah yang dibahas seperti buku tentang sistem 
informasi akuntansi, anggaran, akuntansi sektor publik dan lain-lain sehingga akan 
diperoleh pedoman dan acuan yang dapat diterapkan dalam praktek. 
2. Pengumpulan data lapangan (field research) 
Pengumpulan data dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung ke Ditjen PEN 
untuk mengumpulkan data yang kongkrit, cara yang digunakan antara lain : 
a. Observasi yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana proses pengolahan data 
dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA). 
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b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung 
kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan  pemakaian sistem informasi akuntansi 
berbasis komputer (SISKA), yaitu wawancara dengan bendahara pengeluaran. 
 
5. Metode Analisa 
Metode analisa dipergunakan untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur 
atau komponen-komponen yang terkandung dalam objek itu. Alat untuk menganalisa 




A. Sistem Informasi Keuangan (SISKA) 
1. Pelaksanaan SISKA Pada Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional 
Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA) pada Ditjen. 
Pengembangan Ekspor Nasional telah dilaksanakan sejak th 2007. Pada awal penerapan 
aplikasi ini masih banyak yang belum bersedia menggunakannya. Aplikasi ini hanya 
dipakai untuk input SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan hasil outputnya berupa 
pembukuan bendahara dan laporan belum dipakai. Setelah itu ada sosialisasi setiap tahun 
tentang pelaksanaan dan pengoperasian SISKA, tetapi masih belum juga dipakai secara 
maksimal. 
Pada tahun 2012 diadakan sosialisasi lagi.Pada sosialisasi ini ditekankan bahwa 
pemakaian SISKA adalah wajib karena aplikasi ini secara online dapat dilihat pada tingkat 
Eselon I melalui www.siskadag.go.id, dan ternyata hampir sebagian besar di seluruh 
kementerian, penggunaan SISKA hanya sebatas pembuatan Surat Pertanggungjawaban 
Belanja (SPTB) yang sekarang diganti dengan nama Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja (SPTJB) dan input SP2D GU dan LS saja. SPTJB ini merupakan lampiran dari 
kuitansi dan SPBy (Surat Perintah Bayar).Untuk transaksi lainnya seperti transaksi bank, 
pengembalian uang ke kas negara (KPPN), transaksi uang muka dan transaksi lain-lainnya 
belum dimasukkan ke dalam SISKA.Akhirnya manfaat pemakaian SISKA belum bisa 
dirasakan lagi. 
Pada tahun 2013 ini pemakaian SISKA di semua satker Ditjen. PEN disarankan wajib 
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemakaian anggaran yang terus dipantau dan LPJ yang 
wajib dilaporkan setiap bulannya kepada KPPN, dan dipengaruhi juga oleh sanksi yang 
akan dikenakan kepada satuan kerja jika tidak menyampaikan LPJ. Sanksi yang sekarang 
akan diberikan kepada satker jika tidak menyampaikan LPJ ke KPPN antara lain : 
a. Dalam hal bendahara belum menyampaikan LPJ atau tidak menyampaikan kembali 
LPJ yang ditolak oleh KPPN, KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan 
penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan. 
b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada point (a) tidak membebaskan bendahara dari 
kewajiban penyampaian LPJ. 
Selama ini yang terjadi sebelum tahun 2013, sanksi tersebut belum ditegakkan. Satuan 
kerja hanya memperoleh surat teguran dan masih ada toleransi jika tidak menyampaikan 
LPJ. LPJ disusun secara manual, tingkat kesalahan dan ketidakcocokan masih sering 
terjadi, akhirnya LPJ tidak diselesaikan. 
Dalam pelaksanaannya sekarang masih ada satker yang belum bisa menggunakan aplikasi 
SISKA ini secara maksimal dengan beberapa faktor kendala.Padahal jika aplikasi SISKA 
ini dipakai secara maksimal semua pembukuan dapat langsung disusun sesuai dengan 
petunjuk operasional, waktu lebih efisien dan laporan lebih akurat. Petunjuk operasional 
penyusunan LPJ diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor : 73/PMK.05/2008 
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danPeraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009. Aplikasi 
diciptakan untuk mempermudah pekerjaan. 
 
2. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer sebagai Dasar 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Anggaran. 
Pemakaian SISKA ini dimulai dari bukti pengeluaran kas yang telah diverifikasi oleh 
bendahara.Dalam pembahasan ini difokuskan pada alur pemakaian SISKA untuk 
menyusun LPJ dan laporan realisasi anggaran. Untuk tahap-tahap pelaksanaan bagaimana 
bukti pengeluaran kas menjadi SP2D, telah diatur secara rinci pada PMK No. 
190/PMK.05/2012 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Bukti pengeluaran kas yang telah diverifikasi oleh bendahara dimasukkan ke dalam Buku 
Pembantu Kas Tunai manual terlebih dahulu.Walaupun telah memakai SISKA, Buku 
Pembantu Kas Tunai manual masih sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan buku 
tersebut akan diketahui saldo uang tunai secara langsung dan sebagai kontrol terhadap 
pembukuan SISKA.  
Berikut akan dijelaskan cara menginput data yang akan diproses melalui alat bantu 
aplikasi SISKA : 
a. Tahap awal pemakaian SISKA sebelum bukti pengeluaran kas menjadi SP2D 
dilakukan pada menu TRANSAKSI.  Setelah itu pilih SPP UP, SPP TU, SPP GU, SPP LS, 
LAIN-LAIN (untuk input uang muka, pengembalian uang muka dan transaksi Bank), 
PAJAK, PNBP, dan PENGEMBALIAN. Pemakaiannya disesuaikan dengan bukti yang 
akan diinput, yang perlu diperhatikan adalah MAK (Mata Anggaran Kegiatan) harus 
dicocokan dengan kegiatannya. Contoh gambarnya dapat dilihat di bawah ini. 
 
Gambar 4.1 




Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script 
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b. Contoh langkah pengisiannya diambil untuk pengisian SPP GU yang digunakan 
untuk mempertanggungjawabkan UP ((Uang Persediaan) yang telah dipakai. Caranya 
adalah sebagai berikut: 
1) Setelah keluar gambar seperti tersebut diatas, pilih tombol REKAM. 
2) Jenis/Kode Transaksi diisi dengan 01 untuk SPP-G-UP-Kas Tunai. 
3) Buku UP diisi dengan 01 yaitu uang persediaan. 
4) Tgl/ No Jurnal diisi dengan tgl bukti tersebut di bukukan. 
5) Tgl/ No Bukti Kuitansi diisi dengan tanggal yang terdapat pada bukti kuitansi. 
6) Kolom kosong yang berada disamping Tgl/No Bukti Kuitansi diisi dengan no bukti 
Surat Perintah Bayar (SPBy). 
7) Penerima/Penyetor diisi dengan nama yang tercantum dalam SPBy. 
8) Uraian Transaksi diisi dengan uraian kegiatan yang terdapat pada SPBy. 
9) Untuk Kegiatan, Output, Komponen dan MAK caranya dengan tinggal klik di 
tombol titik-titik, akan keluar no MAK dan sesuaikan MAK dengan kegiatan yang 
dilaksanakan. 
10) Jumlah Rp/Valas berisi jumlah pengeluaran sesuai dengan jumlah yang ada pada 
bukti kuitansi. 
11) PPK diisi dengan nama pejabat PPK. 
12) BP/BPP diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu 
Pengeluaran. 
13) Pilih Simpan 
c. Apabila dalam bukti transaksi terdapat pajak, maka langkah selanjutnya adalah 
pengisian pajak. Setelah pajak diisi lengkap maka pada kolom POTakan ditandai dengan 
tanda centang. Dalam SPP GU di menu TRANSAKSI tidak bisa diprint, untuk mencetak 








Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script. 
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d. Setelah pemakaian menu transaksi selesai, langkah selanjutnya ke menu 
KLASIFIKASI untuk membuat SPTJB dan DRPP. DRPP ini letaknya ada pada menu SPP 
sebagai lampiran bukti pengeluaran kas yang akan disampaikan ke PPSPM untuk 
dibuatkan SPM yang akan dikirim ke KPPN menjadi SP2D.Pada tahap ini yang perlu 
diperhatikan adalah pejabat penandatangannya dan tanggal pembuatan SPTJB dan 
DRPPnya.Gambarnya adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 4.3 




Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script. 
 
e. Setelah SP2D selesai, proses selanjutnya kembali ke menu TRANSAKSI dan input 
SP2D pilih menu SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU atau SP2D LS tergantung SP2D yang 
selesai. Pada akhir bulan lakukan pencocokan antara Buku Pembantu Kas Tunai  dan 
Buku Pembantu Uang Muka manual dengan pembukuan yang ada pada SISKA, setelah 
semua transaksi masuk ke SISKAsebagai kontrol jika terjadi kesalahan. Pilih menu 
PEMBUKUAN, kemudian cocokkan satu persatu saldo antara pembukuan manual dengan 
pembukuan SISKA pada: 
1) Buku Bank. Buku ini untuk mengetahui saldo uang yang masih tersedia di bank, 
caranya dengan mencocokkan saldo buku bank dengan rekening koran yang diperoleh dari 
bank. 
2) Buku Pembentu Kas Tunai (BPKT) . Buku ini untuk mengetahui saldo kas tunai 
yang terdapat di bendahara. Jika ada pemeriksaan, bendahara dapat langsung mengetahui 
uang tunai yang masih tersedia dan sebagai kroscek jika terjadi selisih. 
3) Buku Pembantu Uang Muka. Buku ini digunakan untuk mengetahui berapa 
besarnya uang muka yang telah diambil oleh setiap pegawai dan untuk mengecek pegawai 
mana yang belum mengembalikan uang muka. 
4) Buku Pembantu Pajak. Buku ini untuk mengetahui berapa besarnya pajak setiap 
bulan yang harus disetor ke kantor pajak, jika terjadi selisih biasanya terjadi karena salah 
penempatan pada buku pembantu kas tunai manual misalnya Pph 21 masuk ke Pph 22 
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5) Buku LS Bendahara. Buku ini untuk mengetahui besarnya tagihan yang langsung 
harus dibayar melalui SP2D LS. 
6) Buku Pembantu UP/TUP. Buku ini untuk mengetahui besarnya sisa UP dan TUP 
yang masih tersedia. 
7) Buku Kas Umum (BKU). Buku ini merupakan salah satu dokumen penting dan 
wajib disusun oleh bendahara. Sebenarnya saldo BKU ini merupakan penjumlahan antara 
saldo buku bank ditambah saldo buku pembantu kas tunai dan saldo buku pembantu uang 
muka. 
f. Setelah semuanya cocok, proses selanjutnya adalah posting untuk mengunci semua 
transaksi pada bulan yang diinginkan agar tidak terjadi perubahan  pembukuan. Posting ini 
ada pada menu PEMBUKUAN. 
 
Gambar 4.4 




Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script. 
 
g. Proses selanjutnya yaitu penyusunan LPJ. Masih pada menu PEMBUKUAN pilih 
menu LPJ Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan. Langkah pengisian LPJ 
yaitu dengan memilih tombol PEJABAT TTD dan kolom KETERANGAN dan tampilan 










Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 61 
 
Gambar 4.5 




Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script. 
 
Cara pengisiannya yaitu klik pada kolom yang ada tanda … ,maka akan keluar angka 
sendiri. Kecuali untuk kolom Saldo UP menurut UAKPA ( Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran) diisi berdasarkan pembukuan pada UAKPA pada saldo kas yang 
masih tersedia, hal ini dimaksudkan untuk saling kroscek antara pembukuan bendahara 
dengan saldo UAKPA yang sudah direkonsiliasi dengan KPPN yang merupakan catatan 
pembukuan Kuasa Pengguna Anggaran.Nomor Bukti BKU diisi dengan nomor bukti BKU 
yang paling akhir pada bulan yang bersangkutan. Kemudian klik tombol Simpan, Ok dan 
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Gambar 4.6 




Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script 
 
Jika masih ada angka pada nomor IV. 5 Selisih Pembukuan UP berarti masih ada 
yang salah tetapi semua pembukuan sudah benar, biasanya hal ini dikarenakan oleh SP2D 
yang belum diinput pada akhir bulan atau saldo UP menurut UAKPA belum cocok dengan 
saldo yang ada di PPSPM dan KPPN. Perbedaan antara LPJ dengan menggunakan SISKA 
dengan LPJ manual bisa dilihat pada kolom kanan atas yang bertuliskan Lampiran Per 
Dirjen Perbendaharaandan tampilannya lebih rapi dan lengkap, kedua hal tersebut tidak 
ditemukan pada LPJ manual. Setelah diuraikan bagaimana menyusun LPJ dengan 
menggunakan SISKA akan memberikan gambaran mudahnya menyusun LPJ, sekali kerja 
semua pembukuan bisa disusun secara otomatis, mengurangi tingkat kesalahan dan LJP 
dapat disusun dan dilaporkan secara efektif dan efisien. 
Laporan realisasi anggaran juga dapat langsung dihasilkan melalui menu LAPORAN, 
tergantung keinginan pemakai apakah per MAK, per kegiatan atau belanja dan lain-lain, 
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Gambar 4.7 
SISKA Menu Realisasi Anggaran 
 
 
Sumber : Aplikasi SISKA PT. Multi Script 
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan SISKA 
 Semua aplikasi dimaksudkan untuk mempermudah dan membantu 
pekerjaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKA meliputi lima hal yaitu 
sumber daya manusia, prosedur, data,hardware dan software. Jika kelima hal tersebut 
saling mendukung, maka proses pengoperasian SISKA akan lancar dan laporan 
pertanggungjawaban dan realisasi anggaran akan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya 
disamping ada manfaatnya, kendalapun tidak bisa dihindari. Berdasarkan fakta yang telah 
penulis peroleh, kendalayang selama ini terjadi yaitu : 
 
1. Sumber daya Manusia antara lain : 
a. Tingkat pendidikan  seseorang berpengaruh pada keahlian pengoperasian 
komputer. Sumberdaya manusia di Ditjen PEN terutama bagian keuangan tingkat 
pendidikannya bervariasi mulai dari SMP sampai dengan S2, sehingga tidak semuanya 
bisa mengoperasikan SISKA secara maksimal. 
b. Niat atau kemauan untuk belajar kurang.Kalau seseorang sudah tidak ada niat 
untuk belajar maka dorongan untuk lebih berkembang juga susah. 
c. Hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengoperasikan SISKA. Dalam hal ini 
seharusnya pimpinan mengadakan pelatihan dan sosialisasi khusus kepada pegawai di 
bagian keuangan tentang SISKA. Biasanya kalau ada pelatihan SISKA dari pusat, hanya 
mengirimkan perwakilan saja. 
d. Koordinasi yang kurang baik diantara bagian-bagian yang terkait mempengaruhi 
pekerjaan, padahal pekerjaan keuangan saling berhubungan. 
e. Tingkat egoisme manusia yang masih tinggi.Permasalahan tidak diselesaikan 
secara bersama-sama, semua menganggap dirinya benar. Seharusnya permasalahan 
diselesaikan secara bersama-sama dengan menggunakan bukti-bukti dan didampingi 
dengan pimpinan bersama dengan orang yang benar-benar menguasai permasalahan. 
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2. Hardware yang meliputi : 
a. Kapasitas RAM komputer yang tidak mencukupi, mempengaruhi kerja komputer. 
Seharusnya diadakan tambahan RAM sehingga komputer tidak lambat lagi. 
b. Virus komputer yang sering mengganggu sehingga komputer menjadi sering rusak. 
c. Tidak adanya servis komputer secara rutin. Komputer baru diservis jika benar-
benar tidak bisa digunakan lagi. Seharusnya pimpinan lebih memperhatikan hal ini dan 
dilakukan servis secara berkala sehingga masalah virus juga bisa diatasi,  karena semua 
pekerjaan menggunakan komputer. 
d. Jaringan internet yang sering terputus sehingga mempengaruhi SISKA, karena 
pengoperasian SISKA menggunakan jaringan internet yang dapat online secara langsung 
ke tingkat eselon I. 
 
3. Software yang meliputi : 
a. Tidak adanya maintenance terhadap software SISKA. Seharusnya dari pihak PT. 
Multi Script mengadakan kunjungan satu minggu sekali guna mengetahui apakah terjadi 
kendala pemakaian SISKA, revisi anggaran atau masalah aplikasinya. 
b. Sulitnya menghubungi pihak PT. Multi Script jika terjadi kendala dalam SISKA. 
Pimpinan seharusnya menegur atau mengganti rekanan yang menyediakan aplikasi SISKA 
c. Hasil laporan tidak bisa dicopy kedalam format excel, maksudnya jika terjadi 
kerusakan pada SISKA masih ada backup dalam bentuk format Microsoft excel dan hanya 
tergantung pada server. 
Untuk data dan prosedur sudah tidak ada permasalahannya.Apabila kendala-kendala 
tersebut dapat dihilangkan dengan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang 
komputer dan akuntansi, didukung dengan kapasitas perangkat komputer yang cukup 
untuk aplikasi serta maintenance dan penyempurnaan software, maka pengoperasian 
SISKA akan maksimal sampai dengan laporan baik laporan realisasi anggaran, LPJ 
maupun pembukuan.  
 
C. Peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer SISKA Dalam 
Mendukung Efektifitas LPJ dan Realisasi Anggaran. 
 
1. Peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (SISKA) Dalam 
Mendukung Efektifitas LPJ. 
 Kementerian Perdagangan sedang dalam proses reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan good governance. Good governance ini adalah suatu penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip 
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan 
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin 
anggaran. Efektifitas dalam penyusunan LPJ dengan menggunakan sistem informasi 
akuntansi berbasis komputer SISKA merupakan salah satu contoh untuk mewujudkan 
good governance. Peranan sistem informasi akuntansi berbasis komputer SISKA sangat 
besar, karena dengan mengikuti sistem ini proses penyusunan LPJ dapat dilakukan sesuai 
dengan prosedur pembukuan yang tepat, transparan dan dapat menghindari kesalahan 
contohnya double entry serta mendisiplinkan pemakaian anggaran. Untuk memberikan 
gambaran yang jelas tentang efektifitas penyusunan LPJ, akan penulis uraikan 
menggunakan data dua satker sebelum dan sesudah pemakaian sistem informasi akuntansi 
berbasis komputer SISKA yang penulis peroleh yaitu : 
 
 








Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun 2012 kedua satker tersebut belum 
menyusun LPJ tetapi masih ada toleransi dari KPPN. Pada tahun 2013 ini LPJ wajib untuk 
dilaporkan setiap bulan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan 
rekening koran dari Bank/Pos dan akan dikenakan sanksi jika tidak menyampaikan LPJ. 
Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada satker Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional yang belum menggunakan SISKA untuk penyelesaian 
LPJ, sering melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.Sedangkan pada satker Direktorat 
Pengembangan Promosi dan Citra yang telah menggunakan SISKA dalam penyusunan 
LPJ, laporan bisa tepat waktu dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. 
 
2. Peranan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (SISKA) Dalam 
Mendukung Efektifitas Laporan Realisasi Anggaran. 
Realisasi anggaran yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah laporan 
realisasi anggaran yang dihasilkan oleh SISKA. Untuk mengetahui bagaimana peranan 
sistem informasi akuntansi berbasis komputer SISKA terhadap laporan realisasi anggaran, 
akan dijelaskan dengan menggunakan tabel data realisasi anggaran satker Ditjen. PEN dan 
satker Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra dengan menggunakan perbandingan 
realisasi dengan anggarannya.  
Berikut tabel data realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 
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Tabel 4.2 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaran x 100% 
Ditjen PEN 2012          =          0/59.255.284.000 X 100% = 0  % 
Ditjen PEN 2013 = 0/32.485.987.00 X 100% = 0  % 
Dit. P2C 2012 = 0/77.203.812.000 X 100% = 0 % 
Dit. P2C 2013 = 0/162.893.717.000 X 100% = 0 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 31 Januari 2012 
Hutang kepada KPPN     - 
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 SPM GU-Nihil      - 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   - 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  - 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 31 Januari 2013 
Hutang kepada KPPN     - 
 SPM GU-Nihil      - 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   - 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  - 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 31 Januari 2012 
Hutang kepada KPPN     - 
 SPM GU-Nihil      - 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   - 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  - 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 31 Januari 2013 
Hutang kepada KPPN     - 
 SPM GU-Nihil      - 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   - 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  - 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional dan Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra bulan Januari 2012 dan 2013 
hasilnya masih 0 % belum terlihat perbandingan antara data yang telah memakai dan yang 
belum memakai SISKA dalam laporan realisasi anggaran karena UP (Uang Persediaan) 
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Tabel 4.4 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 





DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          2.431.515.000/59.255.284.000 X 100% =
 4,10  % 
Ditjen PEN 2013 = 373.830.320/32.485.987.000 X 100% = 1,15  % 
Dit. P2C 2012 = 0/77.203.812.000 X 100% = 0 % 
Dit. P2C 2013 = 8.024.915.940/162.893.717.000 X 100% = 4,93 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 28Februari 2012 
Hutang kepada KPPN     2.431.515.000 
 SPM GU-Nihil    2.431.515.000 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
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Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   2.431.515.000 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.431.515.000 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 28 Februari 2013 
Hutang kepada KPPN     373.830.320 
SPM GU-Nihil     373.830.320 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   373.830.320 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 373.830.320 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 28Februari 2012 
Hutang kepada KPPN     - 
 SPM GU-Nihil      - 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   - 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  - 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 28Februari 2012 
Hutang kepada KPPN     8.024.915.940 
 SPM GU-Nihil    8.024.915.940 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   8.024.915.940 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 8.024.915.940 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PENbulan Februari 2012 
(4,10%) dan 2013 (1,15%) terjadi penurunan karena baru adaptasi pemakaian SISKA, 
sehingga terjadi penumpukan bukti-bukti pengeluaran. Sedangkan Direktorat P2C bulan 
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Tabel 4.6 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          3.355.024.474/59.255.284.000 X 100% =
 5,66  % 
Ditjen PEN 2013 = 2.731.879.245/32.485.987.000 X 100% = 8,41  % 
Dit. P2C 2012 = 2.150.000/77.203.812.000 X 100% = 0 % 
Dit. P2C 2013 = 12.882.823.562/162.893.717.000 X 100% = 7,91 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 28 Maret 2012 
Hutang kepada KPPN     3.355.024.474 
SPM GU-Nihil      3.355.024.474 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   3.355.024.474 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 3.355.024.474 
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( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 28 Maret 2012 
Hutang kepada KPPN     2.731.879.245 
SPM GU-Nihil     2.731.879.245 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   2.731.879.245 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.731.879.245 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 28 Maret 2012 
Hutang kepada KPPN     2.150.000 
SPM GU-Nihil     2.150.000 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   2.150.000 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 2.150.000 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 28 Maret 2012 
Hutang kepada KPPN     12.882.823.562 
SPM GU-Nihil     12.882.823.562 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   12.882.823.562 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 12.882.823.562 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Maret 2012 
(5,66%) dan 2013 (8,41%) terjadi kenaikan khususnya tahun 2013 karena bukti 
pengeluaran yang telah tertunda di bulan sebelumnya dapat diselesaikan secara cepat 
setelah memakai SISKA. Direktorat P2C bulan Maret 2012 (0%) dan 2013 (7,91%) 
kenaikan cukup stabil setelah menggunakan SISKA. 
 
Tabel 4.8 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN APRIL 2012 DAN 2013 
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Tabel 4.9 
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          4.139.055.574/59.033.034.000 X 100% =
 7,01  % 
Ditjen PEN 2013 = 4.467.253.745/32.199.987.000 X 100% = 13,87  
% 
Dit. P2C 2012 = 1.725.413.852/77.203.812.000 X 100% = 2.23 % 
Dit. P2C 2013 = 34.734.052.002/162.893.717.000 X 100% = 21,32 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 30 April 2012 
Hutang kepada KPPN     4.139.055.574 
 SPM GU-Nihil    4.139.055.574 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   4.139.055.574 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 4.139.055.574 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 30 April 2013 
Hutang kepada KPPN     4.467.253.745 
SPM GU-Nihil     4.467.253.745 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   4.467.253.745 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 4.467.253.745 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 30 April 2012 
Hutang kepada KPPN     1.725.413.852 
SPM GU-Nihil     1.725.413.852 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   1.725.413.852 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 1.725.413.852 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 73 
 
Jurnal 30 April 2013 
Hutang kepada KPPN     34.734.052.002 
SPM GU-Nihil     34.734.052.002 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   34.734.052.002 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111) 34.734.052.002 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan April 2012 (7,01%) 
dan 2013 (13,87%) terjadi kenaikanterus setelah menggunakan SISKA, sedangkan pada 
Direktorat P2C bulan April 2012 (2,23%) dan 2013 (21,32%)terlihat perbedaan setelah 
dan sebelum menggunakan SISKA, hal ini memperlihatkan dengan menggunakan SISKA 
akan lebih efektif dalam penyusunan laporan. 
 
Tabel 4.10 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 






DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MEI 2012 DAN 2013 
 
 
74 Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 
 
Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          8.752.582.908/59.033.034.000 X 100% =
 14,83  % 
Ditjen PEN 2013 = 7.553.789.962/32.199.987.000 X 100% = 23,46  
% 
Dit. P2C 2012 = 10.399.132.780/77.203.812.000 X 100% = 13,47 % 
Dit. P2C 2013 = 39.585.700.348/162.893.717.000 X 100% = 24,30 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 31 Mei 2012 
Hutang kepada KPPN     8.752.582.908 
 SPM GU-Nihil      8.752.582.908 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   8.752.582.908 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  8.752.582.908 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 31 Mei 2013 
Hutang kepada KPPN     7.553.789.962 
SPM GU-Nihil      7.553.789.962 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   7.553.789.962 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  7.553.789.962 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 31 Mei 2012 
Hutang kepada KPPN     10.399.132.780 
 SPM GU-Nihil      10.399.132.780 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   10.399.132.780 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  10.399.132.780 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 31 Mei 2013 
Hutang kepada KPPN     39.585.700.348 
 SPM GU-Nihil      39.585.700.348 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   39.585.700.348 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  39.585.700.348 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Mei 2012 (14,83%) dan 
2013 (23,46%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Mei 2012 
(13,47%) dan 2013 (24,30%)mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua 
satker tersebut terus mengalami kenaikan dan memperlihatkan dengan menggunakan 
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Tabel 4.12 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 





DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          9.716.888.108/59.255.284.000 X 100% =
 16,40  % 
Ditjen PEN 2013 = 11.518.521.966/32.485.987.000 X 100% = 35,46  
% 
Dit. P2C 2012 = 13.267.517.820/77.203.812.000 X 100% = 17,19 % 
Dit. P2C 2013 = 44.901.937.328/162.893.717.000 X 100% = 27,57 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 28 Juni 2012 
Hutang kepada KPPN     9.716.888.108 
 SPM GU-Nihil      9.716.888.108 
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(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   9.716.888.108 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  9.716.888.108 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 28 Juni 2013 
Hutang kepada KPPN     11.518.521.966 
SPM GU-Nihil      11.518.521.966 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   11.518.521.966 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  11.518.521.966 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 28 Juni 2012 
Hutang kepada KPPN     13.267.517.820 
 SPM GU-Nihil      13.267.517.820 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   13.267.517.820 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  13.267.517.820 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 28 Juni 2013 
Hutang kepada KPPN     44.901.937.328 
 SPM GU-Nihil      44.901.937.328 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   44.901.937.328 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  44.901.937.328 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Juni 2012 (16,40%) 
dan 2013 (35,46%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Juni 2012 
(17,19%) dan 2013 (27,57%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua 
satker tersebut memperlihatkan perbedaan antarasebelum dan sesudah menggunakan 
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Tabel 4.14 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 





DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          13.269.648.194/59.255.284.000 X 100% =
 22,39  % 
Ditjen PEN 2013 = 13.550.632.458/32.485.987.000 X 100% = 41,71  
% 
Dit. P2C 2012 = 19.141.633.922/77.203.812.000 X 100% = 24,79 % 
Dit. P2C 2013 = 83.807.773.532/162.893.717.000 X 100% = 51,45 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 31 Juli 2012 
Hutang kepada KPPN     13.269.648.194 
 SPM GU-Nihil      13.269.648.194 
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(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   13.269.648.194 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  13.269.648.194 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 31 Juli 2013 
Hutang kepada KPPN     13.550.632.458 
SPM GU-Nihil      13.550.632.458 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   13.550.632.458 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  13.550.632.458 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 31 Juli 2012 
Hutang kepada KPPN     19.141.633.922 
 SPM GU-Nihil      19.141.633.922 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   19.141.633.922 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  19.141.633.922 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 31 Juli 2013 
Hutang kepada KPPN     83.807.773.532 
 SPM GU-Nihil      83.807.773.532 
 (Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   83.807.773.532 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  83.807.773.532 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Juli 2012 (22,39%) 
dan 2013 (41,71%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan Juli 2012 
(24,79%) dan 2013 (51,45%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai oleh dua 
satker tersebut memperlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan 
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Tabel 4.16 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 





DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 




Rumus yang digunakan :Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          18.000.013.122/59.255.284.000 X 100% =
 30,38  % 
Ditjen PEN 2013 = 14.596.750.148/28.436.895.000 X 100% = 51,33  
% 
Dit. P2C 2012 = 22.228.285.606/77.203.812.000 X 100% = 28,79 % 
Dit. P2C 2013 = 94.239.375.569/161.527.817.000 X 100% = 58,34 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 30 Agustus 2012 
Hutang kepada KPPN     18.000.013.122 
 SPM GU-Nihil      18.000.013.122 
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(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   18.000.013.122 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  18.000.013.122 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 30 Agustus 2012 
Hutang kepada KPPN     14.596.750.148 
SPM GU-Nihil      14.596.750.148 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   14.596.750.148 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  14.596.750.148 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 30 Agustus 2013 
Hutang kepada KPPN     22.228.285.606 
 SPM GU-Nihil      22.228.285.606 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   22.228.285.606 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  22.228.285.606 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 30 Agustus 2013 
Hutang kepada KPPN     94.239.375.569 
 SPM GU-Nihil      94.239.375.569 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   94.239.375.569 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  94.239.375.569 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan Agustus 2012 
(30,38%) dan 2013 (51,33%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C bulan 
Juli 2012 (28,79%) dan 2013 (58,34%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang dicapai 
oleh dua satker tersebut memperlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah 
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Tabel 4.18 
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 







DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 





Rumus yang digunakan :  Realisasi/Anggaranx 100% 
Ditjen PEN 2012          =          21.926.023.702/59.255.284.000 X 100% =
 37,00  % 
Ditjen PEN 2013 = 16.657.007.875/28.436.895.000 X 100% = 58,58  
% 
Dit. P2C 2012 = 30.161.702.630/77.203.812.000 X 100% = 39,07 % 
Dit. P2C 2013 = 97.924.661.558/161.527.817.000 X 100% = 60,62 % 
Ditjen. Pengembangan Ekspor Nasional : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
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Jurnal 30 September 2012 
Hutang kepada KPPN     21.926.023.702 
 SPM GU-Nihil      21.926.023.702 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   21.926.023.702 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  21.926.023.702 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 30 September 2013 
Hutang kepada KPPN     16.657.007.875 
SPM GU-Nihil      16.657.007.875 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   16.657.007.875 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  16.657.007.875 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra : 
Jurnal jika semua menggunakan SPM GU Nihil : 
Jurnal 30 September 2012 
Hutang kepada KPPN     30.161.702.630 
 SPM GU-Nihil     30.161.702.630 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   30.161.702.630 
Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  30.161.702.630 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
Jurnal 30 September 2013 
Hutang kepada KPPN     97.924.661.558 
 SPM GU-Nihil     97.924.661.558 
(Waktu menerima SPM GU-Nihil, sebagai penggantian hutang KPPN) 
Belanja (MAK 521111 s/d 536111)   97.924.661.558 
 Uang muka belanja (MAK 521111 s/d 536111)  97.924.661.558 
( Mencatat realisasi belanja dan pengembalian Um belanja) 
 
Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran Ditjen. PEN bulan September 2012 
(37,00%) dan 2013 (58,58%) terus terjadi kenaikan, sedangkan pada Direktorat P2C 
September 2012 (39,07%) dan 2013 (60,62%) mengalami kenaikan juga. Dari hasil yang 
dicapai oleh dua satker tersebut memperlihatkan perbedaan antara sebelum dan sesudah 
menggunakan SISKA akan lebih efektif dalam penyusunan laporan. 
 Hasil yang diperoleh dengan adanya tabel dan perhitungan realisasi anggaran bulan 
Januari sampai dengan September 2012 dan 2013 yaitu untuk tahun 2012 kedua Satker 
tersebut belum menggunakan aplikasi SISKA sehingga tidak dapat diketahui tingkat 
efektif dan efisiennya dalam penyusunan LPJ dan realisasi anggaran. Sedangkan untuk 
tahun 2013 Ditjen PEN menggunakan SISKA hanya sebatas pembuatan SPTJB sebagai 
lampiran bukti pengeluaran yang akan dikirim ke KPPN. Untuk Direktorat Pengembangan 
Promosi dan Citra terlihat tingkat keefisien dan keefektifannya setelah menggunakan 
SISKA sebagai penyusunan LPJ dan realisasi anggaran yaitu : 
Waktu yang lebih cepat dalam penyusunan LPJ dan realisasi anggaran. 
 Mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan LPJ.  
 Laporan LPJ tepat waktu. 
Eselon I dapat melihat secara langsung realisasi anggaran yang telah dicapai tanpa harus 
menunggu laporan realisasi anggaran dari bawahan. 
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III. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer (SISKA) yang diterapkan pada 
Ditjen PEN dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan, Pada tahun 
2012 aplikasi ini belum digunakan oleh kedua Satker. Tahun 2013 Direktorat P2C telah 
menggunakan Aplikasi SISKA untuk penyusunan LPJ dan realisasi anggaran sehingga 
terlihat tingkat keefektifan dan keefiesiennya, sedangkan Satker Ditjen PEN 
penggunaannya belum sampai dengan penyusunan LPJ. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKA agar berfungsi secara 
maksimal harus meliputi  lima komponen  yang saling mendukung yaitu orang-orang, 
prosedur, data, software, infrastruktur teknologi informasi. Pada Satker Ditjen PEN lima 
komponen tersebut belum saling mendukung. 
3. Efektivitas dalam penyusunan LPJ dan realisasi anggaran benar-benar tercapai jika 
menggunakan SISKA, terbukti pada Direktorat P2C tahun 2013 LPJ   dilaporkan tepat 
waktu, tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan  dan tingkat pencapaian realisasi 
anggaran meningkat setiap bulannya dibandingkan tahun 2012. Sedangkan pada Ditjen 
PEN belum bisa dilihat tingkat keefektifannya karena penggunaannya yang belum 
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